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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PELAKU USAHA
BENGKEL MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK
BERUSAHA DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO. OLEH: KORNELIUS KANTONA KOTA, NIM 2020110576.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap
pelaku usaha bengkel motor yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha ditinjau
dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan
pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian Pelaku Usaha Bengkel
Motor Kecamatan Ende Timur, Kelurahan Mautapaga, Jalan Durian yang belum
memiliki Nomor Induk Berusaha. Hal ini dilihat dari banyaknya Pelaku Usaha
Bengkel Motor yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha hal ini disebabkan
karena Sumber Daya Manusia dan juga faktor dari Pemerintah khususnya pihak
penegak Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini belum melakukan penertiban
terhadap setiap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Ende. Ada juga faktor lain
yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
dimana dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha
dan juga belum menjangkau ke setiap usaha-usaha yang ada di Kabupaten Ende
oleh karena hal tersebut membuat banyak Pelaku Usaha tidak mengetahui bahwa
Nomor Induk Berusaha sangat penting bagi usaha mereka.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Nomor Induk Berusaha, Pelaku Usaha



xi

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF LICENSING LAWS AGAINST MOTORCYCLE
WARKSHOP BUSINESS OPERATIONS WHO DO NOT HAVE A
BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER IN ENDE DISTRICT IS
REVIEWED FROM THE REGULATION OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA GEVORNMENT NUMBER 5 OF 2021 CONCRENING THE
IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING BY
KORNELIUS KANTONA KOTA NIM 2020110576.

This researchaims to determine law enforcement against motorbike repair
shop business actors who do not have a Business identification Number in terms
of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021
concerning the implementation of risk-Business Licensing. The type of research
used in this research is empiricial research using a socialogical juridical research
approach. Results of research by motorbike repair shop business actors in east
Ende district, Mautapaga village, stret Durian who do not yet have a business
identification Number. This can be seen from the large number of motorcycle
workshop business  actors who do not yet have a business identification number.
This is due to human resources and also factors from the government, especially
the civil service police unit enforcers, who so far have not carried out control over
any business actors in Ende regency. There are also other factors, namely the
departement of investement and one-stop integrated services, which in carrying
out outreach about the impotrance of business identification numbers has not yet
reached every business in Ende regency because of this, many business actors do
not know that the number parent business is very important for their business.

Keywords: Law Enforcement, Business Identification Number, Business
Actors
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